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KATA PENGANTAR

Hukum terbentuk dalam wujud undang-undang atau
peraturan lainnya, setiap orang wajib tunduk pada hukum, tidak
terkecuali organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh politik yang
semula ikut menyusun hukum. Para penegak hukum selama
mereka bersikap jujur, aktif serta objektif, dalam melaksanakan
tugasnya harus berpegang pada aturan-aturan hukum yang
berlaku. Orang kebanyakan tidak melihat hukum dari segi
pelaksanaan, akan tetapi juga mempertimbangkan akibat-akibat
suatu keputusan yang berlandaskan hukum pada kepentingan
masyarakat. Produk hukum nasional masih banyak memiliki
kelemahan-kelemahan akibat pengaruh-pengaruh politik yang
tidak seimbang antara masyarakat dan penguasa. Pengaruh
penguasa dan masyarakat yang tidak seimbang melahirkan aturan-
aturan hukum yang timpang dan dapat menimbulkan perlawanan-
perlawanan terhadap produk hukum yang telah diberlakukan
ataupun yang akan diberlakukan, jika dinilai tidak memenuhi
kepentingan masyarakat. Keseimbangan masyarakat (society
equilibrium) apabila direfleksikan dengan dinamika politik
penguasa, sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas atau
yang lebih dikenal dengan keseimbangan politik (political
equilibrium). Hal ini, segera mengingatkan pada prinsip demokrasi
check and balances.

Kedaulatan berada dalam tataran yang abtraksi yang lebih
tinggi ketimbang negara itu sendiri. Sebab, kedaulatan
mewujudkan peralihan kekuasaan negara. Dalam sebuah teori akan
merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu pada
umumnya. Karena teori juga dipandang sebagai suatu jenis filsafat
negara dari ilmu negara. Mengantarkan para pembaca yang
didasari pada pengertian teori tersebut diharapkan dapat menguak
segi kedaulatan. Manusia di lihat dari sisi sosilogis dalam suatu
negara adalah harus dengan pemahaman bahwa manusia sebagai
anggota masyarakat zoon politicon. Negara sebagai wadah bangsa
yang menggambarkan cita-cita kehidupanya. Penyelengaraan
negara sendiri yang diterapakn oleh suatu masyarakat, selalu dapat
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di analisis oleh suatu teori (konsep) negara. Dari teori yang ada
dapat diketahui, apakah pratek teori negara yang diterapkan oleh
negara lain dapat memberikan kebaikan bagi Indonesia. Sebab, teori
akan mengacu pada kondisi yang khusus yang ada dalam
mayarakat suatu negara.

Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang
dianggap merugikan masyarakat dan harus dihindari, menurut
maksud dari tatanan hukum.perbuatan yang merugikan ini disebut
delik, suatu istilah yang dipahami berdasarkan pengertiannya yang
paling luas. Jika kita hendak bermaksud mendefinisikan konsep
delik sesuai dengan asas-asas teori hukum murni, maka maksud
dari tatanan hukum atau tujuan dari pembuat undang-undang
hanya bisa masuk ke dalam definisi bila maksud dan tujuan
tersebut dinyatakan dalam isi yang dihasilkan dari prosedur
perbuatan hukum, maksud dan tujuan tersebut dalam isi dari
tatanan hukum itu sendiri. Kalau tidak maka konsep delik tidak
akan berupa konsep huku. Demikianlah pengantar yang dapat
penulis sampaikan untuk melengkapi para kolega yang telah
memotipasi penulis untuk menerbitkan. Begitu banyak kekurangan
menjadikan penulis siap menerima kritik maupun saran.

Cirebon, Februari 2024
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BAB PENDAHULUAN
LEGITIMASI KEKUASAAN
PENGKONSEPAN DELIK
TATA NEGARA

A. Legitimasi Kekuasan dan Pola Pikir Masyarakat
1. Realitas Legitimasi Kekuasaan

Pemberontakan terhadap produk hukum merupakan
suatu kecenderungan yang mewarnai semua pemikiran
tentang hukum yang dirasakan tidak dapat memberikan
keadilan bagi masyarakat. ! Pertikaian terhadap produk
hukum dan masyarakat ketidakseimbangan dalam
melaksanakan aturan-aturan hukum sebagaimana mestinya.
Produk hukum yang dirasakan tidak adil, sesungguhnya
merupakan produk hukum yang sia-sia. Sebab, hakikat
hukum adalah bekerja dalam masyarakat dan untuk keadilan
masyarakat luas, bukan untuk keadilan hukum elite atau
orang-orang tertentu saja.? Elite senantiasa terkait dengan
kepentingan.? Hukum yang merupakan produk hukum juga
tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingan.

1 Bandingkan dengan Georges Gurvitch, Sosiologi of Law, Routledge & Kegan
Paul, (London: 1961), Terj. Sosiologi Hukum, PT. Bharatara Niaga Media, Cet-5,
(Jakarta: 1996), hal 3.

2 Kedailan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat, menjadi tidak efektif
sebagaimana yang diharapakan akibat banyaknya kepentingan yang turut campur
tangan dalam pembuatan peraturan hukum itu sendiri.

3 Dalam konteks Maciavelli, menyindir bahwa para elite yang bersaing demi
kepentingan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan itu adalah para srigala dan
singa.



BAB

POLITIK KEBIJAKAN NEGARA
LEGISLATIF EKSEKUTIF
YUDIKATIF DAN PERAN

DEMOKRASI

A. Politik Kebijakan Negara
1. Negara dan Politik Kebijakan

Bicara Hukum Tata Negara maka tidak terlepas dari
negara sehingga dalam pengertiannya negara yang
disampaikan sebagai bukti bahwa kalau bicara Hukum Tata
Negara maka negara akan ada didalamnya. Negara yang
dalam pengertiann luas merujuk pada setiap pengaturannya
pada diri sendiri dari orang-orang yang terorganisasi
sehingga mereka berhubungan satu sama lain sebagai satu
kesatuan.!”! Atau dengan kata lain bahwa negara merupakan
kerukunan hidup yang mempunyai aturan-aturan hukum
yang bertujuan untuk menjalin kemunikasi sesama individu
dalam teritorial tertentu.

Sejarah negara-negara selalu berkembang, baik dalam
klaimnya untuk mengatur kehidupan dan kemakmuran
warga maupun dalam kapasitas fisik untuk memperkuat

171 Kennet Minoque, Negara, dalam inklopedi ilmu pengetahuan social, yang
menyatakan lebih lanjut sebagai berikut “Negara adalah sebuah unit territorial yang
diperintah oleh kekuasaan yang berdaulat, dan melibatkan pejabat Negara, tanah air,
tentara yang dipersenjatai secara khusus untuk membedakan mereka dengan warga
lainnya, duta besar, bendera Negara, dan sebagainya” bandingkan pula dengan
pendapat Dunleavely,P. and O’Leary, B. (1967) dalam bukunya “Theories of the
State” terbitan London. Juaga dengan d’Entreves, . A.P.(1967) “The Nations Of The
State, terbitan London.
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BAB
BENTUK-BENTUK

DELIK TATA NEGARA

A. Button Up Delicten
1. Subversi
a. Subversi Sebagai Delik Tata Negara

Perkataan subversi berasal dari bahasa Inggris
subversion, artinya gerakan bawah tanah untuk
menggulingkan pemerintah yang sah. 337 Subversi
merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totalitor
untuk menggulingkan pemerintahan demokrasi.338 Jadi
secara harfiah subversi berarti gerakan bawah tanah
untuk menggulingkan pemerintah atau kekuatan yang
sah. Jadi dalam arti yang luas demonstrasi yang tertib
bukanlah subversi karena berjalan di atas tanah dan
terang-terangan,  tetapi suatu  golongan  yang
menggerakan suatu demonstrasi dari bawah tanah adalah
subversi. Dalam perumusan Undang-Undang subversi
tidak kelihatan dengan jelas dengan latar belakang politik
itu sebagai unsur tersendiri.

Suatu hal yang menimbulkan perbedaan adalah
apakah subversi itu selalu ada hubungannya ataukah
kaitannya dengan politik atau tidak. Tetapi dalam

337 Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai
Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia,
(Jakarta: 1983), hal 42.

338 Encklopedia Ilmu Politik, hal 230. Didapatkan waktu mengadakan
Praktek Kerja Lapangan di Mahkamah Kontitusi republik Indonesia tahun 2006.
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BAB
WELFARE STATE FOR

INDONESIA

A. Ratifikasi dan Produk Hukum Bukan Wacana

Selama periode tahun 1999-2006, Indonesia telah
meratifikasi salah satu konvensi penting yaitu International
Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination
1965 (Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965). Konvensi ini disahkan
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
pengesahan International Convention on the Elimination of All Form
of Racial Discrimination 1965. Secara umum konvensi ini berisi
tentang penolakan segala diskriminasi rasial yang dilakukan
oleh pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian
propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan
langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam
menghapuskan diskriminasi rasial.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tersebut ternyata
bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan
oleh pemerintah, pemerintah dalam pengertian yang sempit
berarti menunjuk pada eksekutif dalam hal ini Presiden,
sehingga dengan meratifikasi konvensi tahun 1965 belum dapat
menyakinkan penulis untuk memasukan bahwa pelanggaran
terhadap Hak Asasi Manusia adalah Delik Tata Negara. Adanya
kata sebagai masyarakat menunjukan bahwa masyarakat dapat
melakun pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia juga belum
ada fakta yang menguatkan bahwa pelanggaran oleh rakyat
masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, alasannya
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